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Menimbang : a.

BUPATI HALMAHEREA BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparan, berdaya saing, adil dan akuntabel dalam setiap
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat,
maka dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan
(ULP) pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap
mampu dan memenuhi syarat serta memenuhi kompetensi untuk
mengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Satuan Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dab b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Satuan Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat ll dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pokok
Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor43 Tahun 1999;

Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah
Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1.

b.

3.

4.

5. Undano-undano Nomor 17 Tahun 2003 tentano Keuanoan
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6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2404 tentang Perbendaharaan
Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintahan
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

1 1. Peraturan Presiden Rl Nomor 54 Tahun 2410 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A11 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

T=NR'TUSiT(*H :

Menetapkan :\J PERTA&|A : Member*uk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Satuan Keria
Badan Perencanmn Pembangunan Daerah lGbupaten
Halmahera Barat Tcflun Anggnran 2011, dengen $usunan
keanggotaan pngelola setragatrmna terc.antum pada Lampiran
Keputusan ini.

KEOUA : Pengelola Unit t-ayanan Pengadaan {ULP) sebagaimana
dimaksud Diktum Pertama, rnempunyai tugas dan kelyenangan
antara lain :
a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang{a*a;
b. Menetapkan Dokurnen Pengadaan;
c. Menetapkan besaran nomind Jarninan Fen**amn;
d. Mengurnumkan palaksanaan pengadmn barang{asa;
e. Menilai kualifilesi ren1aedia barang{asa mehlui

pasmkmliftksi a&u prak ralif*mi;
f. Melakukan Evatruasi dminls*rasi, telffiis en ha€a btrdry

penat{aran yafiS masuk;
g. Menianrab sarlggnhan;
h. fi@nehpkan eeqdla barangrrlasa; /i. $funyerahkan sdirsn do{<un*en penpdia bar:*rq{*a kepda /

Kepala BAPPEDA Kerpatsr Flelnr*era Bar* /j. Menyimpan doil<umen mli punilihan per$ia barsrgi{m*.
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Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan
tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua,
bertanggungjawab penuh terhadap hasil kegiatan serta
berkoordinasi dengan Kepala BAPPEIIA Kabupaten Halmahera
Barat selaku pengguna Anggaran/Barang;

Segala biaya yang tirnbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pas Anggaran Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggaldit*tapka;"r.

ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 1g ltelruari 2411

BUPATI BARAT,

Temlru$arr .

1 Yth. Menteri Daiam NegeridiJakarta,
2. Yttt. Gtibernt:r Propinsi Maluku Utara di Softfi,
3- Yth, F.epala B,APPEDA Prev. Maluku utara di Sofifi,
4. .Yth. 

Kepala EAPPEDA Kabupaten l-{aimahera Baret di Jai}etc,
5. Yth. lnspektur lnspektorat Kabtipat*n He*mahera ilaiat di.lail+ir-',
6. Yth. Kepala DFPKAD Kabupateri l'lalnrahera Ba.rat di Jailrto,
7. Yang bersangkut*r: untuk diketahr.ii dat'l diiaks**eiiari sebage!**;:a aiesl;nya.
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TANGGAL : S Febr,;nrl

T[--NTA.i,IG DAF-|AR SI,JSUNAN KEANGGOT'AAN UNIT PELAYANAN
PE?-IGADAAN {ULP} PADA SATUATI KERJA BADAN PERE}.ICANAAN
*}f; F,trSANG U ilAN |iAERAH KABU I3A T'EN i-tAL},{AH ERA BARAT TA|I lJ N
ANGGARAN 201 1.
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